PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS

Menimbang

BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mecwah,
perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mcwah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002
tentang Pecrubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 143
Tahun 2000 tentang Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000;

b. bahwa . ..
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 lentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mcwabh;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga alas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

BABT ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

L.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Pcrubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pcngusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Dacrah Pabean, melakukan
usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya vang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual
karcna penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nilai vang dipungut menurut Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta olch
Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ckspor
Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar
atau seharusnya dibavar oleh Pencrima Jasa karena
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima
manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karcna
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Fakoar . . .
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Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak atau penverahan Jasa Kena Pajak.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang
secharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan
Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Dacrah Pabean
dan/atau impor Barang Kena Pajak.

BAB 11
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

Pengusaha yang melakukan penyerahan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurul a, huruf ¢, huruf f,
huruf g, dan/atau hurul h Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai, kecuali pengusaha kecil yang
batasannya ditelapkan oleh Menteri Keuangan, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kcna Pajak.

Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan
penycrahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h
Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 3

Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk
badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian
Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai.

(2) Bentuk . . .
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Bentuk kerja sama operasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
atas nama bentuk kerja sama operasi.

Pasal 4

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberlakukan dalam hal:

a. pajak vang terutang tersebut dapat ditagih kepada
penjual barang atau pemberl jasa; atau

b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan
pembayvaran pajak kepada penjual barang atau pemberi

jasa.

Tanggung jawab renteng sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditagih melalui penecrbitan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bavar scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelaksanaan tanggung jawab secara renteng atas
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas DBarang
Mewah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB 11l

BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

(1)

Pasal 5
Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak yang tcrutang Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Pemakaian . . .
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Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemakaian sendiri untuk:

a. tujuan produkuf; atau

b. tujuan konsumtif.

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kcna
Pajak untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kecuali pemakaian
sendiri vang digunakan untuk melakukan penyerahan
yang:

a. tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau

b. mendapat [asilitas dibcbaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai yvang dibayar atas perolchan
Barang Kcna Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam
rangka pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kcna
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olch Pengusaha
yvang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.

(1)

(2)

Pasal 7
Jenis barang dan jenis jasa vyang tidak dikenai Pajak

Pertambahan Nilai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal
4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan
jasa yang termasuk dalam jenis barang dan jenis jasa yang
tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8

Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang
merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru
lelang dilakukan dengan penerbitan Faktur Pajak oleh
pemilik  barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal pemilik barang scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak menerbitkan Faktur Pajak, pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan
Barang Kena Pajak melalui juru lelang dilakukan scndiri
olch pemenang lelang melalui Surat Setoran Pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan
Barang Kecna Pajak melalui juru lelang diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 9
Dasar Pengenaan Pajak meliputi jumlah:

Harga Jual;

o

o

Penggantian;

nilai impor;

%]

d. nilai ekspor; atau

e. nilail lain,

yang . . .
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